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 Demokrasi sering dipahami sebagai sistem pemerintahan yang menjunjung 

kedaulatan rakyat, kesetaraan, dan partisipasi publik. Namun, dalam praktik politik 

modern, demokrasi tidak selalu berjalan sesuai dengan cita-cita normatif tersebut. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis ketegangan antara idealisme demokrasi dan 

realitas politik melalui perspektif filosofis pemikiran Aristotle, John Locke, Jean-

Jacques Rousseau, dan Samuel P. Huntington dalam konteks demokrasi di 

Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 

literatur dan analisis filosofis-komparatif. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, 

dan berbagai publikasi akademik yang relevan mengenai teori demokrasi dan 

perkembangan politik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi 

mengalami pergeseran dari konsep normatif yang menekankan kebaikan bersama 

dan partisipasi warga menuju praktik yang lebih pragmatis dan berorientasi pada 

stabilitas politik. Dalam konteks Indonesia, demokrasi berkembang dalam bentuk 

hibrida, yakni memadukan mekanisme demokrasi formal dengan praktik politik 

yang masih dipengaruhi oligarki, kompromi elite, dan lemahnya partisipasi 

substantif masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa demokrasi bukanlah 

sistem yang bersifat tetap, melainkan proses politik yang terus berubah sesuai 

dinamika sosial, budaya, dan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan refleksi kritis 

dan evaluasi berkelanjutan untuk menjaga kualitas demokrasi agar tidak hanya 

bersifat prosedural, tetapi juga substantif.  
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PENDAHULUAN 

Demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber 

utama kekuasaan negara. Dalam perkembangan pemikiran politik, demokrasi dipahami tidak hanya 

sebagai mekanisme pemilihan umum, tetapi juga sebagai sistem yang menjamin kebebasan, partisipasi, 

persamaan hak, serta perlindungan terhadap kepentingan publik. Aristotle memandang demokrasi 

sebagai bagian dari kehidupan politik yang harus diarahkan pada terciptanya common good atau 

kebaikan bersama melalui kebajikan warga negara. Sementara itu, John Locke menekankan pentingnya 

persetujuan rakyat dan perlindungan hak individu dalam pemerintahan, sedangkan Jean-Jacques 

Rousseau menempatkan kehendak umum (general will) sebagai dasar legitimasi politik. Pemikiran 

tersebut menunjukkan bahwa demokrasi sejak awal dibangun di atas idealisme moral dan partisipasi 

warga negara dalam kehidupan publik (Held, 2006). 

Namun, perkembangan demokrasi modern menunjukkan adanya jarak antara nilai-nilai ideal 

demokrasi dengan praktik politik yang berlangsung dalam kehidupan nyata. Demokrasi kontemporer 

sering kali diwarnai oleh dominasi elite politik, kepentingan ekonomi, serta lemahnya partisipasi publik 

yang substantif. Dalam perspektif modern, Samuel P. Huntington menegaskan bahwa stabilitas politik 

dan pelembagaan politik menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi, bahkan 

sering kali lebih diprioritaskan dibanding partisipasi politik yang luas (Huntington, 1968). Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa demokrasi tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip normatifnya, 

melainkan mengalami transformasi menjadi sistem yang lebih prosedural dan pragmatis. 

Dalam konteks global, berbagai penelitian menunjukkan adanya fenomena democratic 

backsliding atau kemunduran demokrasi di banyak negara berkembang maupun negara demokrasi 

mapan. Demokrasi secara formal tetap berjalan melalui pemilu dan keberadaan institusi politik, tetapi 

kualitas demokrasi substantif mengalami penurunan akibat meningkatnya populisme, oligarki, serta 
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melemahnya akuntabilitas politik (Bermeo, 2016). Fenomena ini juga terjadi di Indonesia pasca-

Reformasi 1998. Meskipun Indonesia berhasil membangun sistem demokrasi elektoral yang lebih 

terbuka melalui pemilihan umum langsung dan kebebasan sipil, berbagai studi menunjukkan bahwa 

demokrasi Indonesia masih menghadapi persoalan serius seperti politik transaksional, dominasi 

oligarki, polarisasi politik, dan lemahnya kualitas representasi publik (Mietzner, 2020). 

Kajian mengenai demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan elite politik dan oligarki 

ekonomi masih memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan politik. Menurut 

Winters (2011), oligarki di Indonesia tetap bertahan bahkan setelah transisi demokrasi berlangsung, 

sehingga demokrasi cenderung hanya bersifat prosedural tanpa perubahan signifikan terhadap distribusi 

kekuasaan. Selain itu, Aspinall dan Berenschot (2019) menjelaskan bahwa praktik klientelisme dan 

patronase politik masih menjadi karakter kuat dalam demokrasi Indonesia, terutama dalam kontestasi 

elektoral. Akibatnya, partisipasi masyarakat sering kali hanya terbatas pada pemilu, sementara 

keterlibatan substantif warga negara dalam proses pengawasan dan pengambilan kebijakan masih relatif 

rendah. 

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara demokrasi sebagai cita-cita 

filosofis dengan demokrasi sebagai realitas politik. Dalam praktiknya, demokrasi tidak selalu mampu 

merealisasikan prinsip kesetaraan, kebebasan, dan kedaulatan rakyat secara penuh karena dipengaruhi 

oleh konteks sosial, ekonomi, budaya, dan relasi kekuasaan. Oleh karena itu, pendekatan filosofis 

menjadi penting untuk memahami bagaimana demokrasi berkembang dan mengalami perubahan dari 

masa ke masa. Analisis filosofis memungkinkan demokrasi dipahami tidak hanya sebagai sistem politik 

formal, tetapi juga sebagai arena negosiasi antara idealisme normatif dan pragmatisme politik. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketegangan 

antara idealisme demokrasi dan realitas politik melalui pemikiran Aristoteles, Locke, Rousseau, dan 

Huntington serta menghubungkannya dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian filsafat politik dan demokrasi 

dengan menghadirkan perspektif integratif antara teori demokrasi klasik dan dinamika politik 

kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menunjukkan bahwa demokrasi merupakan proses 

politik yang dinamis dan terus mengalami transformasi sesuai dengan konteks sejarah dan sosial 

masyarakat. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library 

research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman dan analisis 

mendalam mengenai konsep demokrasi sebagai gagasan filosofis sekaligus realitas politik dalam 

konteks kehidupan demokrasi di Indonesia. Penelitian kepustakaan digunakan untuk mengkaji berbagai 

pemikiran filsafat politik serta perkembangan demokrasi kontemporer melalui sumber-sumber 

akademik yang relevan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis dengan pendekatan 

filosofis-komparatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep demokrasi menurut 

pemikiran Aristoteles, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Samuel P. Huntington. Sementara itu, 

metode analitis digunakan untuk menelaah hubungan antara idealisme demokrasi dengan praktik politik 

modern yang berkembang di Indonesia. Pendekatan filosofis-komparatif dilakukan dengan 

membandingkan pemikiran para tokoh mengenai demokrasi serta mengaitkannya dengan kondisi 

demokrasi Indonesia pasca-Reformasi. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari karya-karya utama tokoh filsafat politik yang membahas demokrasi, legitimasi 

kekuasaan, partisipasi politik, dan hubungan negara dengan warga negara. Adapun data sekunder 

diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas 

perkembangan demokrasi modern, demokrasi Indonesia, oligarki politik, klientelisme, serta fenomena 

democratic backsliding. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai 

literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi 

tema, kredibilitas akademik, dan keterbaruan kajian sehingga mampu mendukung analisis penelitian 

secara komprehensif. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui beberapa tahap, yaitu 

reduksi data, klasifikasi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. 
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Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi sumber-sumber yang berkaitan langsung dengan 

konsep demokrasi dan perkembangan politik Indonesia. Selanjutnya, data diklasifikasikan berdasarkan 

tema-tema utama seperti demokrasi normatif, demokrasi prosedural, oligarki, partisipasi politik, dan 

stabilitas politik. Tahap interpretasi dilakukan dengan menghubungkan pemikiran filosofis para tokoh 

dengan realitas demokrasi kontemporer di Indonesia untuk menemukan bentuk ketegangan antara 

idealisme demokrasi dan praktik politik. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan secara 

sistematis mengenai dinamika demokrasi sebagai sistem politik yang terus mengalami perubahan sesuai 

dengan konteks sosial, budaya, ekonomi, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. 

 

HASIL DAN DISKUSI 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami ketegangan antara 

idealisme demokrasi sebagai konsep normatif dengan realitas politik yang berkembang secara 

pragmatis. Demokrasi secara ideal dipahami sebagai sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi melalui partisipasi, kesetaraan, dan orientasi pada kepentingan bersama. 

Namun, dalam praktiknya demokrasi di Indonesia menunjukkan adanya dominasi elite politik, oligarki 

ekonomi, serta kecenderungan demokrasi prosedural yang lebih menekankan stabilitas politik 

dibanding partisipasi substantif masyarakat. 

Berdasarkan perspektif Aristoteles, demokrasi ideal diarahkan pada terciptanya common good 

atau kebaikan bersama melalui partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan politik. Pandangan ini 

diperkuat oleh pemikiran Locke dan Rousseau yang menekankan pentingnya persetujuan rakyat, 

perlindungan hak individu, dan kehendak umum sebagai dasar legitimasi kekuasaan negara. Dalam 

konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut tampak melalui keberadaan pemilu langsung, kebebasan 

sipil, dan terbentuknya berbagai institusi demokrasi pasca-Reformasi 1998. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa Indonesia telah mengalami perkembangan demokrasi secara formal dan institusional. 

Namun demikian, hasil analisis memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia belum 

sepenuhnya mencapai demokrasi substantif. Demokrasi masih dipengaruhi oleh praktik oligarki, 

klientelisme, patronase politik, dan dominasi elite dalam pengambilan keputusan politik. Winters 

(2011) menjelaskan bahwa oligarki di Indonesia tetap bertahan meskipun sistem politik telah 

mengalami demokratisasi. Hal ini menyebabkan distribusi kekuasaan dan akses politik masih 

terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Selain itu, Aspinall dan Berenschot (2019) menjelaskan bahwa 

praktik klientelisme masih menjadi bagian kuat dalam kontestasi politik Indonesia, terutama dalam 

proses elektoral. 

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat cenderung bersifat 

prosedural dan terbatas pada pemilu. Keterlibatan publik dalam pengawasan kebijakan dan proses 

demokrasi substantif masih relatif rendah. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya pergeseran 

demokrasi dari konsep normatif menuju praktik politik pragmatis sebagaimana dijelaskan Samuel P. 

Huntington. Huntington menekankan bahwa stabilitas politik dan pelembagaan institusi lebih 

diprioritaskan dibanding partisipasi politik yang luas karena dianggap mampu menjaga keteraturan 

sistem politik. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini tampak pada kuatnya kompromi elite dan 

orientasi terhadap stabilitas pemerintahan. 

Kondisi demokrasi Indonesia juga menunjukkan adanya fenomena democratic backsliding atau 

kemunduran kualitas demokrasi. Bermeo (2016) menjelaskan bahwa kemunduran demokrasi modern 

tidak selalu terjadi melalui kudeta atau penghapusan institusi demokrasi, tetapi melalui pelemahan 

kualitas demokrasi secara bertahap. Hal ini terlihat dari meningkatnya polarisasi politik, lemahnya 

akuntabilitas publik, serta menguatnya kepentingan elite dalam proses politik di Indonesia. Mietzner 

(2020) juga menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia mengalami stagnasi akibat resistensi elite anti-

reformasi meskipun masyarakat sipil masih tetap bertahan sebagai kekuatan demokratis. 

Berdasarkan peta konsep penelitian, demokrasi dipahami melalui dua dimensi utama, yaitu 

idealisme (normatif) dan realitas (empiris). Pada dimensi idealisme, demokrasi menekankan kedaulatan 

rakyat, kesetaraan, partisipasi aktif, dan kebaikan bersama sebagaimana dijelaskan Aristoteles, Locke, 

dan Rousseau. Sementara itu, pada dimensi realitas, demokrasi berkembang menjadi sistem yang lebih 

pragmatis melalui stabilitas politik, kepentingan elite, kontrol institusi, dan negosiasi kekuasaan 

sebagaimana dikemukakan Huntington. Kedua dimensi tersebut kemudian bertemu dalam praktik 

demokrasi Indonesia yang berkembang sebagai sistem hibrida, yaitu perpaduan antara demokrasi 

formal dengan realitas politik pragmatis. 
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Hal tersebut juga diperkuat melalui tabel perbandingan idealisme dan realitas demokrasi di 

Indonesia. Pada dimensi tujuan utama, demokrasi ideal berorientasi pada kepentingan bersama dan 

kebijakan moral, sedangkan dalam praktiknya demokrasi lebih menekankan stabilitas politik dan 

kompromi elite. Pada dimensi kedaulatan, demokrasi ideal menempatkan rakyat sebagai sumber utama 

kekuasaan, tetapi dalam realitas politik kekuasaan sering dipengaruhi oligarki dan kepentingan elite. 

Pada dimensi partisipasi, demokrasi ideal menghendaki keterlibatan aktif masyarakat secara luas, 

sedangkan realitas menunjukkan partisipasi yang masih terbatas pada pemilu prosedural. Sementara itu, 

pada dimensi mekanisme, demokrasi ideal menekankan tata kelola yang transparan dan etis, tetapi 

realitas politik menunjukkan adanya kompromi pragmatis dalam proses pengambilan kebijakan. 

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak dapat 

dipahami sebagai sistem yang sepenuhnya ideal ataupun sepenuhnya gagal. Demokrasi Indonesia 

berkembang secara dinamis sebagai sistem hibrida yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, 

ekonomi, dan relasi kekuasaan. Oleh karena itu, penguatan demokrasi substantif menjadi penting 

melalui peningkatan pendidikan politik, penguatan partisipasi publik, penegakan hukum yang adil, serta 

pembatasan dominasi oligarki agar demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga 

mampu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. 

 

Tabel 1 Perbandingan Idealisme dan Realitas Demokrasi di Indonesia  

 

No Dimensi Dimensi Analisis Realitas 

1 Tujuan Utama Berfokus pada 

kebaikan bersama dan 

kebajikan moral 

(Aristoteles) 

Memprioritaskan 

stabilitas politik dan 

negosiasi elite.  

2 Kedaulatan Berdasarkan 

kehendak umum dan 

persetujuan rakyat 

(Rousseau/Locke). 

Dipengaruhi oleh 

kekuatan oligarki dan kolusi 

elite. 

3 Partisipasi Keterlibatan 

warga negara secara aktif 

dan kesetaraan. 

Terbatas pada pemilu 

prosedural dengan 

akuntabilitas yang melemah. 

4 Mekanisme Tata kelola yang 

transparan dan etis. 

Kerangka hibrida 

dengan kompromi pragmatis. 

 

 

 

 
Gambar 1 Demokrasi Indonesia   

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, demokrasi di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara 

idealisme demokrasi dan realitas politik. Secara ideal, demokrasi menempatkan rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi melalui partisipasi aktif, kesetaraan, dan orientasi pada kepentingan 

bersama sebagaimana dijelaskan oleh Aristoteles, Locke, dan Rousseau. Namun, dalam praktiknya 
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demokrasi di Indonesia masih dipengaruhi oleh oligarki, kompromi elite, politik transaksional, dan 

lemahnya partisipasi substantif masyarakat. 

Meskipun demikian, demokrasi Indonesia tetap mengalami perkembangan pasca-Reformasi 

melalui pemilu langsung, kebebasan sipil, dan pelembagaan politik yang lebih terbuka. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia berkembang sebagai sistem yang dinamis dan bersifat 

hibrida, yaitu perpaduan antara demokrasi formal dan realitas politik pragmatis. Oleh karena itu, 

diperlukan penguatan pendidikan politik, partisipasi masyarakat, dan pengawasan terhadap kekuasaan 

agar demokrasi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan sosial dan 

kepentingan rakyat. 
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